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DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Setiabudi Nomor 201 B, Semarang, Jawa Tengah Kode Pos 50263
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Semarang, 20 November 2025

Nomor : S/600.4 /25017062 /2025

Sifat . Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal . Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Pengaduan

Yth. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif
Deputi Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup
Kementerian LH/BPLH
di
Jakarta

Menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
Tengah bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora di lokasi di Desa Gandu,
Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora pada tanggal 16 Oktober 2025, bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Dasar;

a. Aduan melalui kanal Laporgub registrasi nomor # LGMB41081826 tanggal 28
September 2025 topik Keluhan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sub Kategori:
Pencemaran Lingkungan, Pencemaran Sumur;

b. Aduan melalui kanal Laporgub registrasi nomor # LGMB21993535 tanggal 22 Oktober
2025 topik Keluhan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sub Kategori: Pengelolaan
SDA, Sumber Daya Alam, Minyak Bumi, Usulan Warga, Keamanan Lingkungan.

2. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan informasi masyarakat Desa Gandu, telah terjadi kontaminasi yang
serius berupa minyak mentah (Crude Oil) pada lahan persawahan milik warga di Desa
Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora yang sudah berlangsung sejak bulan
September 2025.

b. Minyak mentah (crude oil) tersebut berasal sumur bor minyak (blow out) yang
mengalami kebakaran dan telah ditutup dengan cor beton, namun belum diberi casing
pada lubang bor sehingga menyebabkan terjadinya rembesan minyak mentah yang
mengalir ke lahan persawahan yang berada di bagian bawah.

c. Pada saat ini terdapat 10 (sepuluh) sumur bor minyak yang dimanfaatkan oleh
masyarakat, namun dihentikan operasionalnya karena belum memiliki perizinan.



3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

a.

Pasal 493 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
meliputi Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh
Pemerintah.

Pasal 506 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Menteri berwenang menerapkan
sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
pelanggaran Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan
oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan
Hidup Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2025 tentang Kewenangan Persetujuan
Lingkungan:

a.

Pasal 4 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa Menteri/Kepala berwenang menerbitkan
Persetujuan Lingkungan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di
tempat tertentu dengan kriteria pencemar tinggi dan/atau memanfaatkan sumber
daya alam tidak terbarukan dengan risiko kerusakan lingkungan tinggi.

Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Usaha dan/atau Kegiatan dengan pemanfaatan
sumber daya alam tidak terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
angka 2 merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang berdasarkan skala, lokasi, atau
teknologinya berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam yang luas,
kerusakan habitat, dan/atau berisiko kegagalan.

Lampiran | angka 3 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa
Menteri/Kepala berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk Usaha
dan/atau Kegiatan Penambangan Minyak Bumi Terbuka (Oil Mining).

Berdasarkan angka 3 dan 4, maka kewenangan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap
kegiatan penambangan minyak mentah selanjutnya menjadi kewenangan Kementerian
Lingkungan Hidup / BPLH.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KepaIa Qma@ Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Deputi Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian LH/BPLH:
Bupati Blora;

. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.



